BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT
belum memenuhi tiga aspek audit ( ekonomis, efisien dan efektif), yakni :
1. Perencanaan audit kinerja berbasis risiko
Perencanaan audit Kinerja berbasis risiko sudah sesuai dengan PP
No 60 Tahun 2008 Namun ada ketentuan yang belum dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pada praturan tersebut. Pada pasal 15 point (d) yakni
mengandung unsur Kkriteria pengukuran, dan untuk saat ini di Inspektorat
Daerah Provinsi NTT penetuan kriteria oleh tim pelaksana yang masih
sulit di lakukan atau /belum sempurna dengan pernyatan yang sama juga
telah disampainkan oleh salah satu tim pelaksana ( Auditor Madya) Bapak
Frans Bin melalui wawancara, hal ini disebabkan karna kurangnya
pelatihan bagi para auditor terkait penetuan kriteria audit kinerja berbasis
risiko dan merupakan kegiatan yang baru diterapakan di tahun 2019 dan
dijalankan sepenuhnya di tahun 2021
2. Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko
Secara menyeluruh Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko sudah sesuai
dengan PP No 60 Tahun 2008, namun ada beberapa pasal yang belum
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pada Pasal

53ayat (2) yakni setiap pejabat wajib melaksanakan audit sesuai standar
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audit namun dalam perjalanan belum sepenuhnya dilakukan sesuai standar
audit. hal yang sama juga telah disampaikan oleh ibu Yulia Aran (auditor
madya) dalam wawancara bahwa masih dilasanakan secara
konfernsihif/menyeluruh sehingga fokus risiko yang diaudit belum secara
maksimal /sempurna, sedangkan salah satu tujuan diterapkan audit kinerja
berbasisis risiko adalah memudakan dalam audit bagi program yang
berisisko tinggi sehingga yang perluh diprioritaskan pada program yang
berisisko tinggi.

. Pelaporan audit kinerja berbasis risiko

Secara menyeluruh Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko sudah sesuai
dengan PP No 60 Tahun 2008, namun ada beberapa pasal yang belum
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pada Pasal
56 yakni Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya harus independen dan objektif hal yang sama juga telah
disampaikan oleh disampaikan Oleh bapak Antonius Lamury dan Ibu
Feronika Naatonis (auditor madya) dalam wawancara bahwa sebagian
besar programnya belum tercapai ,belum memenuhi aspek 3E (
ekonomis,efisien dan efektif) karna belum berhasil dilaksanakan serta
pendapatannya masih dibawah” hal tersebut juga karena, kurangnya
pembinaan sumber daya pegawai dalam  melaksanakan audit.serta
kesulitan dalam pelaporan hasil audit adalah penetapan barometer/alat ukur
yang jelas, dan disepakati oleh auditor dan auditi karna disetiap OPD

menganggap bawha audit yang dilakukan untuk mencari kesalahan auditi.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka, disarankan

kepada

1. Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Kepada Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebaiknya rutin
dalam mengadakan pelatihan terkait hal-hal baru yang telah diterapkan
dalam PKPT lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Bagi para
auditor terkhususnya Tim pelaksana. Sehingga sesuai dengan PP No
Tahun 2008yang telah ditetapkan

2. Terkait hal-hal yang sudah tercapai tetap dipertahankan sebagai

keunggulan kantor dan kualitas pegawai.
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